
 

 

 

 

 

LURAH TERONG 

KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL 

 

KEPUTUSAN LURAH 

 

NOMOR 36/Kep-11.005/2022 

 

TENTANG 

 

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN DAN SATUAN 

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS KALURAHAN TERONG 

 

LURAH TERONG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan hak tumbuh 

kembang anak usia dini secara simultan, sistematis, 

menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan dalam 

penyelenggaraan Pos Pendidikan Anak Usia Dini di desa, 

perlu mengangkat tenaga pengelola PAUD yang memiliki 

kemampuan dan kecakapan dalam penatakelolaannya; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, 

perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan 

Tenaga Pendidik Kelompok Bermain Dan Satuan Pendidikan 

Anak Usia Dini Sejenis Kalurahan Terong Tahun 2023; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor  13  Tahun  2012  tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa  Yogyakarta  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Tahun  2012  Nomor  170, 

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 

5339); 

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5606); 

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 



7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6321); 



  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 

2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik 

Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 146); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di 

Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 288); 

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman 

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan 

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 158); 

  12. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional 

Pendidikan Anak Usia Dini; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan  Desa 

Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 569); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 



  16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan 

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 

Nomor 131); 

17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 

tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2019 Nomor 9,36/2019, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9); 

  19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang 

Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan 

(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87); 

  20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 Tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76); 

21. Peraturan Desa Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 

Nomor 11); 

  22. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 5 Tahun 2022 tentang 

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Terong (Lembaran 

Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 5); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN TENAGA 

PENDIDIK KELOMPOK BERMAIN DAN SATUAN PENDIDIKAN 

ANAK USIA DINI SEJENIS KALURAHAN TERONG 

   

KESATU : Mengangkat dan mengesahkan Tenaga Pendidik PAUD Sejenis 

Kalurahan Terong sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini. 

KEDUA : Tenaga Pendidik PAUD Sejenis Kalurahan sebagaimana 

dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya bertanggungjawab kepada Lurah dalam 

pelaporan dan evaluasi serta diberikan honorarium sesuai 

kemampuan keuangan Kalurahan. 



KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan 

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong 

Tahun Anggaran 2023. 

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku surut sejak 1 Januari 2023, 

dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan 

perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

 

Ditetapkan di Terong 

pada tanggal 31 Januari 2023      

 

LURAH TERONG, 

 

        ttd 

         

SUGIYONO 

 

 

 

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 

1. Ketua Bamuskal Terong. 

2. Yang bersangkutan; 

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, 






